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Abstrak 

 
Dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan 
maka pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem 
hukum, instrumen hukum, penataan dan penegakan hukum, termasuk instrumen 
alternatif serta upaya rehabilitasi lingkungan. Pembangunan kepariwisataan dapat 
dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan 
kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan 
pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejaahteraan rakyat dan 
pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada 
masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencukupi berbagai 
aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, desintasi, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, 
serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. 
 

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Kepariwisataan 

  

A.PENDAHULUAN 
   

Kecenderungan perkembangan ke-
pariwisataan dunia dari tahun ke 
tahun menunjukkan perkembangan 
yang sangat pesat. Hal ini disebabkan, 
antara lain, oleh perubahan struktur 
sosial ekonomi Negara di dunia dan 
semakin banyak orang yang memiliki 
pendapatan lebih yang semakin tinggi. 

Selain itu, kepariwisataan telah 
berkembang menjadi suatu fenomena 
global, menjadi kebutuhan dasar, serta 
menjadi bagian dari hak asasi manusia 
yang harus dihormati dan dilindungi. 
Pemerintah dan pemerintah daerah, 
dunia usaha pariwisata dan masyara-
kat berkewajiban untuk dapat men-
jamin agar berwisata sebagai hak 
setiap orang dapat ditegakkan sehingga 
mendukung tercapainya peningkatan 

harkat dan martabat manusia, pening-
katan kesejahteraan serta persaha-
batan antarbangsa dalam mewujudkan 
rangka mewujudkan perdamaian dunia. 

Dalam menghadapi perubahan 
global dan penguatan hak pribadi 
masyarakat untuk menikmati waktu 
luang dengan berwisata, perlu dila-
kukan pembangunan kepariwisataan 
yang tertumpu pada keanekaragaman, 
keunikan dan kekhasan bangsa 
dengan tetap menempatkan kebhine-
kaan sebagai suatu yang hakiki dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Selain itu, pembangunan kepariwi-
sataan harus tetap memperhatikan 
jumlah penduduk. Jumlah penduduk 
akan menjadi salah satu modal utama 
dalam pembangunan kepariwisataan 
pada masa sekarang dan yang akan 
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datang karena memiliki fungsi ganda, 
di samping sebagai asset sumber daya 
manusia, juga berfungsi sebagai 
sumber potensi wisatawan nusantara. 

Dengan demikian, pembangunan 
kepariwisataan dapat dijadikan sarana 
untuk menciptakan kesadaran akan 
identitas nasional dan kebersamaan 
dalam keragaman. Pembangunan ke-
pariwisataan dikembangkan dengan 
pendekatan pertumbuhan dan peme-
rataan ekonomi untuk kesejahteraan 
rakyat dan pembangunan yang ber-

orientasi pada pengembangan wilayah, 
bertumpu kepada masyarakat, dan 
bersifat memperdayakan masyarakat 
yang mencakupi berbagai aspek, seper-
ti sumber daya manusia, pemasaran, 
destinasi, ilmu pengetahuan dan tek-
nologi, keterkaitan lintas sektor, kerja 
sama antara Negara, pemberdayaan 
usaha kecil, serta tanggung jawab 
dalam pemanfaatan sumber kekayaan 
alam dan budaya. 

Dalam rangka pengembangan ka-
wasan pariwisata yang berwawasan 
lingkungan maka pembangunan ber-
kelanjutan. Perlindungan dan penge-
lolaan lingkungan hidup, dilakukan 
meningkatkan kualitas lingkungan 
melalui upaya pengembangan sistem 
hukum, instrumen hukum, penataan 
dan penegakan hukum, termasuk 
instrument alternatif serta upaya 
rehabilitasi lingkungan. 

Kebijakan daerah dalam mengatasi 
permasalahan lingkungan hidup, khu-
susnya permasalahan kebijakan dan 
penegakan hukum yang merupakan 
salah satu permasalahan lingkungan 

hidup di daerah, dapat meliputi berikut 
ini: 
a. Regulasi Perda tentang lingkungan 
b. Penguatan kelembagaan lingkung-

an hidup 
c. Penerapan dokumen pengelolaan 

lingkungan hidup dalam proses 
perizinan 

d. Sosialisasi atau pendidikan tentang 
peraturan perundangan dan 
pengetahuan lingkungan hidup 

e. Meningkatkan kualitas dan kuan-
titas koordinasi dengan instansi 
terkait dan stakeholders 

f. Pengawasan terpadu tentang 
penegakan hukum lingkungan 

g. Memformulasikan bentuk dan 
macam sanksi pelanggaran ling-
kungan hidup 

h. Peningkatan kualitas dan kuantitas 
sumber daya manusia 

i. Peningkatan pendanaan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup 
 

Pengelolaan lingkungan hidup 
adalah upaya terpadu untuk meles-
tarikan fungsi lingkungan hidup yang 
meliputi kebijakan penataan, peman-
faatan pengembangan, pemeliharaan, 
pemulihan, pengawasan, dan pengen-
dalian lingkungan hidup, sedangkan 
yang dimaksud lingkungan hidup 
adalah kesatuan ruang yang semua 
benda, daya, keadaan dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan perila-
kunya yang mempengaruhi kelang-
sungan perikehidupan dan kesejah-
teraan manusia serta makhluk hidup 
lain.  

 

Dari uraian di atas, penulis 
merumuskan masalah berikut:  
1. Apakah pelaksanaan pengembang-

an kawasan pariwisata yang ber-
wawasan lingkungan telah sesuai 
dengan prinsip pembangunan ber-
kelanjutan? 

2. Bagaimanakah pengaturan menge-
nai pengembangan kawasan pari-
wisata yang berwawasan ling-
kungan di provinsi Sumatera Barat 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku? 
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B. PEMBAHASAN 

 
Profil Parawisata 

Sumatera Barat adalah salah satu 
provinsi di Indonesia yang terletak di 
Pulau Sumatera dengan Padang 
sebagai ibu kotanya. Sektor jasa yang 
cukup penting di provinsi ini adalah 
keuangan, hotel, restoran dan agen 
perjalanan. Setidaknya terdapat lebih 
dari 100 agen perjalanan yang terdapat 
di daerah ini. 

Pertumbuhan hotel di Sumatera 

Barat dalam tiga tahun terakhir pun 
cukup besar. Provinsi ini telah memiliki 
221 hotel dengan jumlah kamar 
mencapai 5.835 unit. Namun, hotel-
hotel berbintang lima dan empat, 
hanya terdapat di Padang dan 
Bukittinggi. 

Hal ini seiring dengan mening-
katnya jumlah wisatawan yang datang 
ke provinsi ini. Selama 2012 terdapat 
36.623 wisatawan mancanegara yang 
berkunjung ke Sumatera Barat atau 
meningkat 8,27 persen dibandingkan 
2011 yang sebanyak 33.827 wisatawan. 
Sumatera Barat berpenduduk sekitar 
4,8 juta jiwa yang seluruhnya ber-
agama Islam. Tak aneh bila banyak 
tempat ibadah yang bisa ditemui di 
setiap jengkal daerah ini. Sehingga 
daerah ini memiliki potensi pengem-
bangan wisata religius bagi turis 
Muslim. 

Masjid terbesar di provinsi ini ada-
lah Masjid Raya Sumatera Barat di 
Padang. Sedangkan masjid tertua dian-
taranya adalah Masjid Raya Ganting di 
Padang dan Masjid Tuo Kayu Jao di 

Kabupaten Solok. Masjid-masjid di 
wilayah ini memiliki arsitektur khas 
Minangkabau. 

Masjid Raya Sumatera Barat 
memiliki bangunan berbentuk gonjong. 
Dihiasi ukiran Minang sekaligus kali-
grafi. Ada juga masjid dengan atap 

yang terdiri dari beberapa tingkatan 
yang makin ke atas makin kecil dan 
sedikit cekung. Keunikan arsitektur ini 
membuat masjid-masjid besar dan 
bersejarah di Sumatera Barat layak 
disinggahi. 

Sumatera Barat juga salah satu 
provinsi yang kaya dengan sumber ke-
anekaragaman hayati. Sebagian besar 
wilayahnya masih merupakan hutan 
tropis alami dan dilindungi. Berbagai 
spesies langkah masih dapat dijumpai, 
misalnya bunga terbesar di dunia, 

Rafflesia Arnoldi, harimau Sumatera, 
siamang dan binatang langka lainnya. 

Terdapat dua Taman Nasional di 
provinsi yaitu Taman Nasional Siberut 
yang terdapat di Pulau Siberut 
(Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan 
Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman 
Nasional terakhir ini wilayahnya mem-
bentang di empat Provinsi Sumatera 
Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera 
Selatan. 

Selain kedua Taman Nasional 
tersebut terdapat juga beberapa cagar 
alam lainnya, yaitu Cagar Alam Rimbo 
Panti, Cagar Alam Lembah Anai, Cagar 
Alam Batang Palupuh, Cagar Alam Air 
Putih di daerah Kelok Sembilan, Cagar 
Alam Lembah Harau, Cagar Alam 
Beringin Sakti dan Taman Raya Bung 
Hatta. 

Sumatera Baratpun kerap terpilih 
sebagai tempat penyelenggaraan festi-
val dan even internasional. Beberapa 
kegiatan internasional yang diseleng-
garakan untuk menunjang pariwisata 
Sumatera Barat adalah lomba balap 
sepeda Tour de Singkarak, paralayang 

Event Fly for Fun in Lake Maninjau, 
serta kejuaraan selancar Mentawai 
Internasional Pro Surf Competition. 

Adapula perlombaan pacu kuda 
serta kejuaraan Perahu Naga Interna-
sional di Padang yang mendatangkan 
peserta dari mancanegara. Selain itu, 
kejuaraan Dayung Tradisional di 
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Pantai Carocok, Painan dan Dharma-
sraya. Selain itu, banyak pula kegiatan 
budaya khas Sumatera Barat yang 
rutin diadakan seperti: Festival Tabuik, 
Festival Rendang, permainan kim dan 
seni bertenun. 

Di samping wisata alam dan 
budaya, Sumatera Barat juga terkenal 
dengan wisata kulinernya yang halal 
dan lezat. Salah satu masakah khas 
daerah ini yaitu rendang, bahkan telah 
diakui sebagai masakah paling lezat di 
dunia versi CNN. Kemenparekraf juga 

telah mendaftarkan rendang sebagai 
makanan khas tradisonal yang berasal 
dari Sumatera Barat ke UNESCO. 

Selain rendang terdapat deretan 
panjang masakan khas Minangkabau 
yang patut dicipipi. Antar lain, pangek, 
gulai, dendeng, ikan balado, soto, palai 
bada, pical, sate, dadiah, lamang, 
katupek pitalah, katan durian, katan 
sarikayo, bubur kampiun, galamai, 
rakik, bika, sarang balam, karupuak 
sanjai, itiak lado hijau, lamang, lapek 
bugih, pensi, batiah dan banyak lagi. 

Untuk berbagai informasi serta 
literatur sejarah dan kebudayaan 
Minangkabau, wisatawan dapat mem-
perolehnya di Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Kebudayaan Minangkabau 
(PDIKM) yang terletak di Perkam-
pungan Minangkabau, Padang Panjang. 

Di PDIKM terdapat berbagai doku-
mentasi berupa foto mikrograf, surat 
kabar, pakaian tradisional, kaset 
rekaman lagu daerah, dokumentasi 
surat-surat kepemerintahan dan alur 
sejarah masyarakat Minangkabau 
sejak abad ke-18 hingga tahun 1980-

an. Untuk melengkapi fasilitas 
penunjang pariwisata, pemerintah juga 
menyediakan kereta api wisata yang 
beroperasi pada waktu tertentu. 
 
 
 
 

Daftar Objek Wisata Sumatra Barat 
 
No, Nama, Lokasi, Jenis Wisata 
1. Istano Basa Pagaruyung 

Pagaruyung, Tanah Datar, Wisata 
budaya 

2. Istano Silinduang Bulan 
Pagaruyung, Tanah Datar, Wisata 
budaya 

3. Danau Singkarak Singkarak, 
Solok, Wisata alam 

4. Danau Maninjau dan Puncak 
Lawang Embun Pagi Maninjau, 

Agam, Wisata alam 
5. Danau Diatas dan Danau Dibawah 

Alahan Panjang, Solok, Wisata 
alam 

6. Danau Talang Talang, Solok, 
Wisata alam 

7. Ngarai Sianok, Bukittinggi, Wisata 
alam 

8. Jam Gadang, Bukittinggi, Wisata 
sejarah 

9. Benteng Fort de Kock, Bukittinggi, 
Wisata sejarah 

10. Lembah Anai, Padang Panjang, 
Wisata alam 

11. Minang Fantasi, Padang Panjang, 
Arena Bermain 

12. Lembah Harau Harau, Lima Puluh 
Kota, Wisata alam 

13. Panorama Tabek Patah Tabek 
Patah, Tanah Datar, Wisata alam 

14. Puncak Pato Lintau Buo Utara, 
Tanah Datar, Wisata alam 

15. Jembatan Akar Bayang, Pesisir 
Selatan, Wisata alam 

16. Pucak Langkisau, Painan, 
Wisata alam 

17. Museum Adityawarman, Padang, 

Wisata budaya 
18. Pantai Air Manis, Padang, 

Wisata alam 
19. Pantai Caroline,  Padang, Wisata 

alam 
20. Pantai Muaro, Padang, Wisata 

alam 
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21. Pulai Sikuai, Padang, Wisata 
alam 

22. Pantai Gandoriah, Pariaman, 
Wisata alam 

23. Pantai Arta Sungai Limau, 
Padang Pariaman, Wisata alam 

24. Rimbo Panti Panti, Pasaman, 
Wisata alam 

25. Museum Kereta Api Sawahlunto
 Sawahlunto,  Wisata sejarah 

26. Lubang Suro Sawahlunto, 
Wisata sejarah 

27. Lubang Jepang,  Bukittinggi, Wisata 

sejarah 
28. Taman Margasatwa Kinantan, 

Bukittinggi, Wisata alam 
 

Selanjutnya akan diuraikan data 
obyek wisata kawasan lindung obyek 
wisata kawasan lindung di Sumatera 
Barat yakni: 
 
Terkait Pengembangan Kawasan  

Pariwisata Yang Berwawasan Ling-
kungan Hidup, dikemukakan beberapa 
kebijakan penataan ruang dalam men-
dukung pengembangan pariwisata 
yaitu sebagai berikut: 
1. Pengembangan wilayah dengan 

pendekatan pengembangan ekosis-
tem, yaitu penataan ruang dilaku-
kan dengan pendekatan secara ter-
padu dan terkoordinasi, berkelan-
jutan dan berwawasan lingkungan. 

2. Peningkatan keterkaitan fungsi 
pengembangan kegiatan pariwisata 
yang baik dengan sektor lainnya 
untuk memberikan nilai efisiensi 
yang tinggi dan percepatan per-
tumbuhan ekonomi wilayah. 

3. Pengembangan pariwisata harus 
dikaitkan dengan pengembangan 
ekonomi nasional, wilayah dan 
lokal. Pada tingkat nasional sektor 
pariwisata harus berperan sebagai 
prime mover dan secara interaktif 
terkait dengan pengembangan 
sektor-sektor lainnya. 

4. Pengembangan pariwisata harus 
diupayakan dapat melibatkan se-
luruh stakeholder. Dalam konteks 
ini peran masyarakat terlibat 
dimulai sektor hulu (memberikan 
kegiatan produksi yang ekstraktif) 
sampai dengan kegiatan hilir 
(kegiatan produksi jasa). 

5. Pemanfaatan rencana pengembang-
an wilayah secara nasional yang 
dalam hal ini harus terkait dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasi-
onal (RTRWN). Di dalam RTRVYN 

ini diberikan arahan-arahan fungsi 
lindung dan budidaya. Kawasan 
lindung dapat dioptimalkan juga 
sebagai kawasan yang memberikan 
bagi kegiatan pengembangan pari-
wisata dan kawasan budi daya 
memberikan alokasi-alokasi ruang 
untuk pengembangan pariwisata, 
terutama dengan kawasan-kawas-
an andalan dengan sektor ung-
gulannya adalah pariwisata. 

6. Pengembangan dukungan sarana-
prasarana transportasi secara ter-
padu intermoda dan terkait dengan 
struktur pengembangan wilayah. 

Sedangkan strategi penataan ruang 
dalam pengembangan pariwisata men-
cakup hal-hal sebagai berikut: 
a. Pemanfaatan RTRWN, RTRW Pro-

vinsi/Kab/Kota untuk mendukung 
pengembangan pariwisata teru-
tama dalam penyesuaian dengan 
arahan alokasi pemanfataan ruang, 

b. Peningkatan koordinasi lintas sek-
toral dalam pengembangan pari-
wisata untuk mewujudkan kesera-
sian dan keterpaduan program  

program sektor yang dapat me-
minimalkan konflik-konflik antar 
sektor yang terjadi, 

c. Pengembangan jaringan transpor-
tasi nasional, wilayah, dan lokal 
untuk mendukung pengembangan 
pariwisata terutama terkait dengan 
arahan pengembangan jaringan 
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transportasi darat, laut dan udara 
termasuk juga arahan pengem-
bangan alokasi bandara, terminal 
dan pelabuhan, 

d. Penyusunan rencana tata ruang 
yang lebih detail untuk pengem-
bangan pariwisata dengan meng-
acu kepada arahan RTRWN dan 
RTRW provinsi untuk tingkat yang 
lebih makro, dan mengacu kepada 
arahan RTRW dan RDTR Kawasan 
di Kabupaten Kott untuk tingkat 
yang lebih detail, 

e. Pemanfaatan standar teknis sek-
toral dan menyusun rencana detail 
pengembangan kawasan pariwisata. 

 

Peran Dan Tanggung Jawab Pemerin-
tah Dalam Kebijakan Pariwisata 

Menurut UN - WTO dalam Pitana 
dan Diarta (2009), peran pemerintah 
dalam menentukan kebijakan pari-
wisata sangat strategis dan bertang-
gungjawab terhadap beberapa hal 
yaitu: 
a. Membangun kerangka operasional, 

dimana sektor publik dan swasta 
terlibat dalam menggerakkan pari-
wisata, 

b. Menyediakan dan menfasilitasi ke-
butuhan legislasi, regulasi, dan 
kontrol, yang diterapkan dalam 
pariwisata, perlindungan lingkung-
an, dan pelestarian budaya, 

c. Menyediakan dan membangun 
infrastruktur transportasi darat, 
laut, dan udara, dengan keleng-
kapan prasarana komanikasinya, 

d. Membangun dan menfasilitasi pe-
ningkatan kualitas sumber daya 

manusia dengan menjamin pen-
didikan dan pelatihan yang profesi-
onal untuk menyuplai kebutuhan 
tenaga kerja di sektor pariwisata, 

e. Menerjemahkan kebijakan pari-
wisata yang disusun ke dalam 
rencana kongkrit yang mungkin 
termasuk di dalamnya: (a) evaluasi 

kekayaan aset pariwisata, alam 
dan budaya serta mekanisme per-
lindungan dan pelestarian; (b) iden-
tifikasi dan kategorisasi produk 
pariwisata yang mempunyai keung-
gulan kompetitif dan komparatif; (c) 
menentukan persyaratan dan ke-
tentuan penyediaan infrastrukttir 
dan suprastruktur yang dibutuh-
kan yang akan berdampak pada 
peragaan (performance) pariwisata; 
(d) mengelaborasi program untuk 
pembiayaan dalam aktivitas 

pariwisata, baik untuk sektor 
publik maupun swasta. 

 
Kerangka implementasi kebijakan 
Pariwisata 

Kerangka implementasi kebijakan 
pariwisata menurut Liu meliputi empat 
aspek, yaitu: 
a. Pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur, 
b. Aktivitas pemasaran, 
c. Peningkatan kualitas budaya dan 

lingkungan, 
d. Pengembangan sumber daya 

manusia. 
 
Prinsip-Prinsip Perencanaan Pengem-
bangan Pariwisata 

Ada beberapa prinsip-prinsip yang 
perlu diperhatikan dalam melakukan 
perumusan perencanaan pengembang-
an pariwisata yaitu sebagai berikut: 
a. Perencanaan pengembangan pari-

wisata haruslah merupakan suatu 
kesatuan dengan pembangunan 
regional atau nasional dari pem-
bangunan perekonomian, sosial 

dan budaya. 
b. Perencanaan pengembangan pari-

wisata haruslah dilakukan secara 
terpadu dengan sektor-sektor lain-
nya yang berkaitan dengan bidang 
pariwisata. 

c. Perencanaan pengembangan pari-
wisata daerah haruslah di bawah 
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koordinasi perencanaan fisik dae-
rah secara keseluruhan. 

d. Perencanaan fisik pengembangan 
pariwisata harus didasarkan suatu 
studi atau penelitian dan mem-
perhatikan perlindungan terhadap 
lingkungan alam dan budtya 
disekitar wilayah pengembangan. 

e. Perencanaan fisik pengembangan 
pariwisata tidak hanya dilihat dari 
segi administrasi, tetapi harus 
sesuai dengan lingkungan alam 
sekitar dengan memperhatikan 

faktor geografis yang lebih luas. 
f. Perencanaan pengembangan pari-

wisata tidak hatiya memperhatikan 
masalah dari segi ekonomi saja, 
tetapi juga harus memperhatikan 
masalah dan segi sosial dan 
budaya yang ditimbulkarmya. 

g. Perencanaan pengembangan pari-
wisata salah satu tujuartnya 
adalah untuk memberikan kesejah-
teraan masyarakat. Oleh karena itu 
perencanaan pengembangan pari-
wisata harus memperhatikan 
peningkatan kerjasama dengan 
negara-negara lain yang saling 
menguntungkan khususnya di 
bidang pariwisata. 

 
Pendekatan Perencanaan Pengem-
bangan Pariwisata 

Ada 5 pendekatan perencanaan 
pengembangan pariwisata yang perlu 
diketahui dan diaplikasikan dalam 
pembangunan dan pengembangan 
pariwisata, yaitu: (1) Pendekatan Pem-
berdayaan masyarakat lokal, (2) Pen-
dekatan berkelanjutan, (3) Pendekatan 

kesisteman, (4) Pendekatan kewilayah-
an, (5) Pendekatan dari sisi Penawaran 
(supply) dan Permintaan (demand). 
Kelima pendekatan perencanaan ter-
sebut akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Pendekatan Pemberdayaan Masya-

rakat Lokal 

Pariwisata Indonesia adalah pariwisata 
berasat dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat, untuk itu dalam Peren-
canaan pengembangan pariwisata 
harus melibatkan masyarakat setem-
pat (lokal) khususnya yang berada di 
sekitar objek dan daya tarik wisata 
(ODTW), karena masyarakat setempat 
merupakan pemilik dan juga mereka 
lebih mengetahui mengenai ODTW 
tersebut. Selain dari pada itu, agar 
masyarakat setempat mendapatkan 
keuntungan ekonomi dari kegiatan 

pariwisata, dan juga masyarakat se-
tempat akan selalu menjaga kebersih-
an, ketertiban, keamanan, dan kelesta-
rian ODTW tersebut, yang pada akhir-
nya akan memberikan keriyamanan 
dan keamanan terhadap wisatawan 
yang akan mengkonsumsi ODTW 
tersebut. 
b.  Pendekatan Berkelanjutan 

Perencanan pengembangan pariwi-
sata berkelanjutan pada hakekatnya 
adalah Pengembangan pariwisata yang 
harus menjaga kelestarian lingkungan 
sumber daya alam (ekologi) dan budaya 
yang ada di daerah pengembangan. 
Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 
2009 Tentang Kepariwisataan pada 
Pasal 2 disebutkan diantaranya bahwa 
kepariwisataan diselenggarakan berda-
sarkan asas berkelanjutan, asas keles-
tarian, dan asas partisipatif. 

Ada 3 (tiga) aspek yang penting 
dalam pembangunan berkelanjutan, 
yaitu: Aspek ekonomi mengenai upaya 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
dan mengubah pola produksi serta 
konsumsi ke arah yang seimbang. 

Aspek sosial budaya mengenai upaya 
penyelesaian masalah kependudukan, 
perbaikan pelayanan masyarakat, ke-
sehatan masyarakat, peningkatan pen-
didikan dan lain-lain. Aspek lingkung-
an mengenai upaya konservasi dan 
preservasi sumber daya alam, serta 
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pengurangan dan pencegahan polusi 
maupun limbah. 

World Commision on Environment 
and Development (WCED) yang 
diketuai mantan Perdana Menteri 
Norwegia Mrs. Gro Harlem Brundland 
pada tahun 1987 atau lebih dikenal 
dengan komisi Brundtland yang me-
nyimpulkan bahwa pembangunan ha-
rus diorientasikan pada keberlanjutan 
agar pembangunan tidak hanya 
dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi 
juga untuk generasi selanjutnya, dan 

juga harus mengupayakan kerjasama 
yang baik dikarenakan bahwa pem-
bangunan berkelanjutan, tidak bisa 
ditangani secara single otority. 

Ada 3 (tiga) prinsip-prinsip keber-
lanjutan yang perlu diketahui, yaitu: 
Pertama, prinsip pembangunan 
mencakup tiga hal, yakni (1) meng-
hargai integritas ekologi dan warisan 
budaya lingkungan manusia, (2) 
memenuhi kebutuhan manusia dengan 
pemanfaatan sumber daya alam secara 
efisiensi, (3) konservasi dan pengem-
bangan manusia serta potensi sosial. 
Kedua, prinsip keadilan tersebut men-
cakup 3 (tiga) hal, yakni (1) keadilan 
sosial clan gender (Interpersonal); (2) 
keadilan antar wilayah dan antar 
negara (spasial); (3) keadilan antar 
generasi saat ini dan generasi selan-
jutnya, ketiga, prinsip sistemik men-
cakup keanekaragaman, susbsidiaritas, 
kemitraan dan partisipasi. 
c.  Pendekatan Kesistem-an  

Pariwisata merupakan multisekto-
ral, dimana kegiatan pariwisata 
terbentuk dari berbagai sektor dan 

unsur-unsur yang salmg terkait satu 
sama lain di dalam mendukung serta 
memajukan suatu pariwisata. Oleh 
karena itu, dalam perencanaan 
pengembangan pariwisata sangat tepat 
menggunakan metode pendekatan ke-
sistem-an.  
1)  Teori Sistem  

Pendekatan sistem merupakan salah 
satu cara penyelesaian masalah yang 
dimulai dengan dilakukannya identi-
fikasi terhadap sejumlah kebutuhan-
kebutuhan, sehingga dapat mengha-
silkan suatu operasi dari sistem yang 
dianggap efektif. Pendekatan sistem 
digunakan sebagai dasar untuk menye-
lesaikan permasalahan yang kompleks 
dan melibatkan berbagai pihak yang 
berkepentingan, sehingga menghasil-
kan sesuatu yang lebih bermanfaat. 
Pendekatan sistem menunjukkan 

kinerja intelektual yang berdasarkan 
perspektif, pedoman, model, metodologi, 
dan sebagainya yang diformulasikan 
untuk mengupayakan perbaikan seca-
ra terorganisasi tingkah laku dan 
perbuatan manusia. Pendekatan sis-
tem, umumnya ditandai oleh 2 (dua) 
hal, yaitu mencari semua faktor 
penting yang ada, untuk mendapatkan 
solusi yang baik dalam menyelesaikan 
masalah dan membuat suatu model 
kuantitatif untuk membantu keputus-
an secara rasional. Pendekatan sistem 
dalam kaitannya dengan penyelesaian 
masalah, ada 3 (tiga) pola pikiran dasar 
yang menjadi pegangan, yakni (1) 
sibernetik, yaitu orientasi pada tujuan, 
(2) holistik, yaitu cara pandang yang 
utuh dan menyeluruh terhadap totali-
tas sistem, (3) efektif, dimana dipen-
tingkan hasil guna operasional serta 
dapat dilaksanakan, bukan sekedar 
pendalaman teoritis.  
Ada 3 (tiga) tingkatan berpikir dalam 
pendekatan sistem, yakni analisis sis-
tem, sintesis sistem, dan desain sistem. 
Suatu analisis sistem merupakan ka-

jian struktur yang memiliki tiga tujuan: 
(1) mengidentifikasi unsur-unsur 
sistem atau sub-sistem, (2) memahami 
proses-proses yang terjadi di dalam 
sistem, (3) memprediksi kemungkinan-
kemungkinan keluaran sistem sebagai 
akibat adanya perubahan dalam sistem.  
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Analisis sistem merupakan studi 
mengenai sistem atau organisasi deng-
an menggunakan asas-asas metode 
ilmiah, sehingga dapat dibentuk kon-
sepsi dan model yang dapat digunakan 
sebagai dasar pengelolaan untuk 
mengadakan perubahan-perubahan 
struktur dan metode serta menentukan 
kebijakan, strategi, dan taktik.  
2) Sistem pariwisata  
Unsur-unsur sistem pariwisata yang 
sederhana, yaitu daerah asal wisata-
wan, daerah transit, dan daerah tujuan 

wisata, serta penggerak yang mem-
balikkan proses kegiatan perjalanan 
wisata. Dari unsur-unsur sistem yang 
sederhana tersebut ada 3 (tiga) unsur 
utama, yaitu:  
(a) Wisatawan,  
(b) Geografis, dalam geografis me-
nyangkut 3 (tiga) unsur, yaitu:  
1. Daerah asal wisatawan,  
2. Daerah transit,  
3. Daerah tujuan pariwisata,  
(c) Industri pariwisata  
    Unsur-unsur yang memenuhi kebu-
tuhan dan keinginan wisatawan yang 
berkaitan langsung dan tidak langsung 
dengan wisatawan. Kelompok unsur 
yang berkaitan langsung, yaitu (1) 
Objek dan daya tarik wisata seperti 
gunung, pantai, danau, laut, budaya, 
(2) Sarana dan Prasarana wisata, 
seperti akomodasi, restoran, rumah 
makan, toko cendera mata, listrik, 
telekomunikasi, jaringan jalan, dan 
transportasi, (3) Aksesibilitas seperti 
sistem transportasi (darat, laut, dan 
udara), kebijakan seperti CIQ (Custom, 
Immigration, Quarantine). Kelompok 

unsur yang tidak berkaitan langsung, 
yaitu hasil pertanian, holtikultura, 
perikanan dan peternakan, industri 
besar dan kescil, jasa rumah sakit, jasa 
perbankan, dan lain-lain.  
d. Pendekatan Kewilayahan  

Kegiatan pariwisata berada di 
dalam ruang wilayah atau dapat 

dikatakan bahwa aktivitas pariwisata 
membutuhkan ruang yang berada di 
dalam wilayah. Di dalam wilayah 
terdapat sektor dan unsur-unsur 
pembentuk pariwisata yang telah 
terintegrasi dengan sistem kewilayahan. 
Oleh karena itu, perencanaan pengem-
bangan pariwisata harus melalui 
pendekatan kewilayahan.  

Dalam Undang-Undang No. 26 
Tahun 2007 tentang penataan ruang, 
pengertian wilayah adalah "ruang" yang 
merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur-unsur terkait yang 
batas dan sistemnya ditentukan ber-
dasarkan aspek administrasi dan atau 
aspek fungsional. Pengertian ruang 
menurut Undang-Undang yang sama 
adalah wadah atau tempat yang 
meliputi ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk ruang di dalam 
bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia, dan mahluk hidup 
lain, melakukan kegiatan dan meme-
lihara kelangsungan hidupnya.  

Pengertian wilayah akan selalu ter-
kait dengan aspek kepentingan sosial, 
ekonomi, budaya, politik, keamanan, 
dan pertahanan. Secara umum, bebe-
rapa pengertian wilayah ini dapat 
dikelompokkan, yaitu: (1) ruang wila-
yah ekologis adalah deliniasi fungsi 
kesatuan ekosistem berbagai kehidup-
an alam, dan buatan yang membentuk 
pola ruang ekotipe dan struktur 
hubungan yang hierarki antara ekotipe, 
misalnya daerah aliran sungai (DAS) 
dengan sub Das-nya, wilayah hutan 
tropis dengan struktur bagian hutan 
tropisnya, (2) ruang wilayah ekonomi 

adalah deliniasK wilayah yeng ber-
orientasi menggambarkan maksud 
fungsi (manfaat-manfaat) ekonomi, 
seperti wilayah produksi, konsumsi, 
perdagangan, aliran barang dan jasa, 
(3) ruang wilayah sosial budaya adalah 
deliniasi wilayah yang terkait dengan 
budaya adat dan berbagai perilaku 
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masyarakatnya, misalnya wilayah 
adat/marga, suku, maupun wilayah 
pengaruh kerajaan, (4) wilayah politik 
adalah deliniasi wilayah yang terkait 
dengan batasan administrasi, yaitu 
batasan ruang kewenangan kepala 
pemerintahan yang mengatur dan 
mengelola berbagai sumber daya alam 
dan pemanfaatannya untuk kepen-
tingan pengembangan wilayah yang 
akan diatur dan yang menjadi kewe-
nangan politiknya selaku penguasa 
wilayah.  

Berdasarkan dari penjelasan di 
atas mengenai pengertian umum 
wilayah, maka dalam perencanaan 
pengembangan pariwisata yang telah 
memanfaatkan/ menggunakan ruang 
dalam wilayah tersebut, seharusnya 
melihat, mencermati, dan membuat 
zonasi atau kluster berdasarkan dari 
aspek-aspek tersebut di atas yang lebih 
pada khususnya aspek yang sangat 
mempengaruhi pengembangan pariwi-
sata, agar nantinya hal ini memper-
mudah dalam proses perencanaan dan 
pengembangan pariwisata, sehingga 
menjadi kesuksesan dalam pem-
bangunan pariwisata.  
e. Pendekatan Penawaran (Supply) dan 
Permintaan (Demand)  

Perencanaan pengembangan pari-
wisata pada dasarnya adalah untuk 
mencari titik temu antara penawaran 
dengan permintaan. Oleh karena itu, 
dalam melakukan perencanaan pe-
ngembangan pariwisata seharusnya 
terlebih dahulu mengidentifikasi 
produk wisata (Penawaran) yang ada di 
daerah tujuan wisata dan pasar 

wisatawan (Permintaan), baik yang 
aktual maupun potensial kemudian 
dilakukan suatu analisis terhadap 
kedua aspek tersebut, sehingga titik 
temu dari kedua aspek tersebut ter-
capai. Maka dengan demikian produk 
wisata yang akan dijual sesuai dengan 

permintaan (kebutuhan dan keinginan 
wisatawan). 
 
Dasar Hukum Pengembangan 
Pariwisata 
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2009 tentang kepariwisataan. 
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan ruang.  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan dasar 
pokok agrowisata. 
Pembangunan kepariwisataan dila-

kukan berdasarkan rencana induk 
pembangunan kepariwisataan yang 
terdiri atas rencana induk pebangunan 
kepariwisataan nasional, renacna in-
duk pembangunan kepariwisataan 
provinsi, dan reneana induk pem-
bangunan kepariwisataan kabupa-
ten/kota. 

Pembangunan kepariwisataan se-
bagaimana dimaksud merupakan bagi-
an integral dari rencana pembangunan 
jangka panjang nasional. Reneana 
induk pembangunan kepariwisataan 
nasional sebagaimana dimaksud akan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah, 
demikian pula reneana induk pem-
bangunan kepariwisataan provinsi 
sebagaimana dimaksud langkah diatur 
dengan Peraturan Daerah Provinsi, 
sedangkan rencana induk pembangu-
nan kepariwisataan kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud akan diatur 
dengan Peraturan Daerah 
kabupaten/kota. 

Penyusunan rencana induk pem-
bangunan kepariwisataan sebagaimana 
dimaksud dilakukan dengan melibat-

kan pemangku kepentingan. Rencana 
induk pembangunan kepariwisataan 
sebagaimana dimaksud perencanaan 
pembangunan' industri pariwisata, 
destinasi pariwisata, pemasaran, dan 
kelembagaan kepariwisataan. Pemerin-
tah dan pemerintah Daerah mendorong 
penanaman modal dalam negeri dan 
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penanaman modal asing di bidang 
kepariwisataan sesuai dengan rencana 
induk pembangunan kepariwisataan 
nasional, provginsi, dan kabupaten/ 
kota. Pemerintah bersama lembaga 
yang terkait dengan kepariwisataan 
menyelenggarakan penelitian dan 
pengembangan kepariwisataan untuk 
mendukung pembangunan kepariwisa-
taan. 

Penetapan kawasan strategis pari-
wisata dilakukan dengan memperha-
tikan aspek 

1. Sumber daya pariwisata alam dan 
budaya yang potensial menjadi 
daya tarik pariwisata ; 

2. Potensi pasar; 
3. Lokasi strategis yang berperan 

menja.ga persatuan dan keutuhan 
wilayah; 

4. Perlindungan terhadap lokasi 
tertentu yang mempunyai peran 
strategis dalam menjaga fungsi dan 
daya dukung lingkungan hidup; 

5. Lokasi strategis yang mempunyai 
peran dalam usaha pelestarian dan 
pemanfaatan aset budaya ; 

6. Kesiapan dan dukungan masyara-
kat; dan 

7. Kekhususan dari wilayah 
Kawasan strategis pariwisata di-

kembangkan untuk berpartisipasi da-
lam tereiptanya persatuan dan kesatu-
an bangsa, keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta peningkatan 
kesej ahteraan masyarakat. 

Kawasan strategis' pariwisata hams 
memperhatikan aspek budaya, sosial, 
dan agama masyarakat setempat. 
Kawasan strategis pariwisata sebagai-

mana dimaksud terdiri atas kawasan 
strategis pariwisata nasional, kawasan 
strategis pariwisata provinsi, dan 
kawasan strategis pariwisata kabupa-
ten/kota. 

Kawasan strategis pariwisata 
sebagaimana dimaksud merupakan 
bagian integral dari rencana tata ruang 

wilayah nasional, rericana tata ruang 
wilayah provinsi, dan rencana tata 
ruang wilayah kabupaten/kota. Ka-
wasan strategis pariwisata nasional 
ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan 
strategis pariwisata provinsi ditetapkan 
oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan 
kawasan strategis pariwisata kabu-
paten/kota ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/kota sedangkan 
kawasan pariwisata khusus ditetapkan 
dengan undang-undang. 

Dalam rangka meningkatkan pe-

nyelenggaraan kepariwisataan Peme-
rintah melakukan koordinasi strategis 
lintas sektor pada tataran kebijakan, 
program, dan kegiatan kepariwisataan. 
Koordinasi strategis lintas sektor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
1. Bidang pelayanan kepabeanan, 

keimigrasian, dan karantina ; 
2. Bidang keamanan dan ketertiban ; 
3. Bidang prasarana umum yang 

mencukupi jalan, air bersih, listrik, 
telekomunikasi, dan kesehatan 
lingkungan ; 

4. Bidang transportasi darat, laut, 
dan udara dan 

5. Bidang promosi pariwisata dan 
kerja sama luar negeri. 
Pemerintah memfasilitasi pemben-

tukan Badan Promosi Pariwisata 
Indonesia yang berkedudukan di ibu 
kota negara. Badan Promosi Pariwisata 
Indonesia sebagaimana dimaksud me-
rupakan lembaga swasta dan bersifat 
mandiri. Pembentukan Badan Promosi 
Pari-wisata Indonesia sebagaimana 
rnaksud ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden.  
Hakekat pariwisata Indonesia ber-

tumpu pada keunikan, kekhasan, dan 
keaslian alam serta budaya yang ada 
dalam suatu masyarakat daerah di 
wilayah Indonesia. Hakekat ini menjadi 
konsep dasar dalam pembangunan dan 
pengembangan pariwisata Indonesia, 
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baik tingkat nasional maupim daerah. 
Pariwisata Indonesia dibangun dari 
kehidupan bangsa Indonesia, maka 
dalam pembangunan dan pengem-
bangan pariwisata Indonesia meng-
utamakan keseimbangan, yaitu: 
a. Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, artinya segala 
usaha, dan kegiatan, serta pengem-
bangan pariwisata hendaknya ber-
dasarkan keimanan dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
sebagaimana diatur dalam nilai-

nilai agama. Oleh karena itu, 
kegiatan yang bertentangan dengan 
nilai-ni1ai agama seperti narkoba, 
prostitusi, perjudian dan lain 
sebagainya, tidak bisa menjadi 
bagian dari kegiatan pengem-
bangan pariwisata Indonesia. 

b. Hubungan Manusia dengan Manu-
sia, artinya perlu adanya keseim-
bangan hubungan hidup antar 
individu manusia dengan individu 
manusia serta kelompok manusia 
(masyarakat). Manusia sebagai 
mahkluk sosial tentunya dalam 
melangsungkan hidupnya manusia 
harus saling membutuhkan sesa-
manya, untuk itu manusia tidak 
bisa hidup sendiri. Dengan demi-
kian, manusia harus saling men-
jalin hubungan yang baik yang 
sesamanya, baik lingkup keluarga 
maupun masyarakat. Hubungan 
yang dijalin harus adanya tolerasi, 
saling menghargai dan mengasihi 
serta menunjung tinggi asas 
keadilan dan kesetaraan. Dalam 
pembangunan dan pengembangan 

pariwisata tidak ada perbedaan 
suku, ras, bangsa, agama, jenis 
kelamin dan bahasa, seperti 
pengakuan atas prinsip dasar Hak 
Asasi Manusia (HAM) 

c. Hubungan Manusia dengan Ling-
kungan Sumber Daya Alam, arti-
nya adanya keseimbangan manusia 

(mikro) dengan lingkungan sumber 
daya alam (makro kosmos) dalam 
pemanfaatan dan pelestariannya, 
karena manusia berada di dalam 
lingkungan alam dan mendapatkan 
kelangsungan hidupnya dengan 
memanfaatkan sumber daya alam, 
oleh karena itu, untuk menjaga 
kesinambungan hidupnya, maka 
manusia harus atau wajib untuk 
memelihara dan melestarikan dari 
pada lingkungan sumber daya 
alam yang dimanfaatkan, sehingga 

terwujudnya suatu pembangunan 
dan pengembangan yang ber-
kelanjutan. 

 

C. PENUTUP 

 
Tuhan, Yang Maha Esa telah meng-

anugrahi bangsa Indonesia kekayaan 
yang tidak ternilai harganya. Kekayaan 
berupa letak geografis yang strategis, 
keanekaragaman bahasa dan suku 
bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, 
peninggalan purbakala, serta pening-
galan sejarah, seni, dan budaya meru-
pakan sumber daya dan modal untuk 
meningkatkan kemakmuran dan kese-
jahteraan bangsa Indonesia sebagai-
mana terkandung dalam Pancasila dan 
dicita-citakan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1945. 

Sumber daya dan modal tersebut 
perlu dimanfaatkan secara optimal 
melalui penyelenggaraan kepariwisata-
an yang ditujukan untuk meningkat-
kan pendapatan nasional, memperluas 
dan memeratakan kesempatan ber-

usaha dan lapangan kerja, mendorong 
pembangunan daerah, memperkenal-
kan dan mendayagunakan daya tarik 
wisata dan destinasi di Indonesia, serta 
memupuk rasa cinta tanah air dan 
mempererat persahabatan antar 
bangsa. 
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Kecenderungan perkembangan ke-
pariwisataan dunia dari tahun ke 
tahun menunjukkan perkembangan 
yang sangat pesat. Hal ini disebabkan, 
antara lain, oleh perubahan struktur 
sosial ekonomi negara di dunia dan 
semakin banyak orang yang memiliki 
pendapatan lebih yang semakin tinggi. 
Selain itu, kepariwisataan telah ber-
kembang menjadi suatu fenomena 
global, menjadi kebutuhan dasar, serta 
menjadi bagian dari hak asasi manusia 
yang harus dihormati dan dilindungi. 

Pemerintah dan pemerintah daerah. 
Dunia usaha pariwisata, dan masya-
rakat berkewajiban untuk dapat men-
jamin agar berwisata. Sebagai hak 
setiap orang dapat ditegakan sehingga 
mendukung tercapainya peningkatan 
harkat dan martabat manusia, pening-
katan kesejahteraan, serta persaha-
batan antar bangsa dalam rangka 
mewujudkan perdamaian dunia. 

Dalam menghadapi perubahan 
global dan penguatan hak pribadi 
masyarakat untuk menikmati waktu 
luang dengan berwisata, perlu dilaku-
kan/pembangunan kepariwisataan 
yang bertwnpu pada keanekaragaman, 
keunikan, dan kekhasan bangsa deng-
an tetap menempatkan kebhinekaan 
sebagai suatu yang hakiki dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Selain itu, pembangunan kepariwi-
sataan hams tetap memperhatikan 
jumlah penduduk. Jumlah penduduk 
akan menjadi salah satu modal utama 
dalam pembangunan kepariwisataan 
pada masa sekarang dan yang akan 

datang karena memiliki fungsi ganda, 
disamping sebagai aset sumber daya 
manusia, juga berfungsi sebagai 
sumber potensi wisatawan nusantara. 

Dengan demikian, pembangunan 
kepariwisataan dapat dijadikan sarana 
untuk menciptakan kesadaran akan 
identitas nasional dan kebersamaan 

dalam keragaman. Pembangunan ke-
pariwisataan dikembangkan dengan 
pendekatan pertumbuhan dan peme-
rataan ekonomi untuk kesejaahteraan 
rakyat dan pembangunan yang ber-
orientasi pada pengembangan wilayah, 
bertumpu kepada masyarakat, dan 
bersifat memberdayakan masyarakat 
yang mencukupi berbagai aspek, 
seperti sumber daya manusia, pema-
saran, desintasi, ilmu pengetahuan 
dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, 
kerja sama antarnegara, pemberdayaan 

usaha kecil, serta tanggung jawab 
dalam pemanfaatan sumber kekayaan 
alam dan budaya. 

Kebebasan melakukan perjalanan 
dan menanfaatkan waktu luang dalam 
wujud berwisata merupakan bagian 
dan hak asasi manusia. Bahwa 
kepariwisataan merupakan bagian 
intergral dari pembangunan nasional 
yang dilakukan secara sistematis, 
tererncana, terpadu, berkelanjutan, 
dan bertanggung jawab dengan tetap 
memberikan perlindungan terhadap 
nilai-nilai agama, budaya yang hidup 
dalam masyarakat, kelestarian dan 
mutu lingkungan hidup, serta ke-
pentingan nasional. Pembangunan 
kepariwisataan diperlukan untuk 
mendorong pemerataan kesempatan 
berusaha dan memperoleh manfaat 
serta mampu menghadapi tantangan 
perubahan kehidupan lokal, nasional, 
dan global. 

Kepariwisataan berfungsi meme-
nuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan 
intelektual setiap wisatawan dengan 
rekreasi dan perjalanan serta mening-

katkan pendapatan negara untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Pada akhirnya dengan memper-
hatikan pokok permasalahan dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa provinsi Sumatra Barat 

sangat mengandalkan obyek wisata 
alam mengingat letak geografis dan 
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keindahan alamnya serta terdapat 
2 (dua) Taman Nasional, dalam 
pengembangan kawasan pariwisata 
ternyata telah dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip pembangunan 
berkelanjutan yang mengutamakan 
pelestarian lingkungan setempat. 

2. Bahwa pelaksanaan pengembang-
an kawasan pariwisata di Sumatra 
Barat telah sesuai dengan keten-
tuan perundang-undangan yang 
berlaku dalam hal ini UUPPLH dan 
Undang-Undang Kepariwisataan 
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